BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG
PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL,

Menimbang

Mengingat

PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PERSONIL LAINNYA

DALAM LINGKUP PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAL,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden

1

Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang
Standar Harga Satuan Regional serta untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas perjalanan dinas yang
dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, unsur DPRD,
Pegawai Negeri Sipil, dan Non Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai, perlu dilakukan
penyesuaian dan perubahan atas Peraturan Bupati Sinjai
Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas bagi
Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap
dan Personil Lainnya dalam Lingkup Pemerintah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas
Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat
Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan
Personil Lainnya Dalam Lingkup Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I di Sulawesi (Lembaran
Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Inndonesia
Tahun2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 12  Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58),
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan
Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggunjawaban
Kepala Daerah Kepada DPRD Dan Informasi Laporan
Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kepada
Masyaarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun
2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012
tentang Peijalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 344);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016
tentang Pedoman Peijalanan Dinas Luar Negeri bagi
Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 811);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor );

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);

Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2020 Tentang
Peijalanan Dinas Bagi Pejabat Nagara, Pimpinan dan
Anggota Dewan Pewakilan Rakyat Dearah, Pegawai Negeri
Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dalam Lingkup Pemerintah
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020
Nomor 64);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG
PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DALAM LINGKUP
PEMERINTAH DAERAH.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Peijalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap
Dalam Lingkup pemerintah daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun
2020 Nomor 64 ) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 17

(1) Biaya Peijalanan Dinas pelaksana SPPD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
daerah dalam Program dan Kegiatan SKPD/Bagian sesuai kebutuhan
peijalanan dinas.

(2 Rincian biaya Peijalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdiri atas:

uang harian;

biaya transport;

biaya pemeriksaan Kesehatan COVID-19;

biaya taksi;

biaya penginapan;

uang representasi;

uang sewa kendaraan;

biaya bahan bakar minyak; dan

biaya menjemput dan/atau mengantar jenazah untuk Peijalanan

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) hurufi.
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2. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 20 A
sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20.A

(1) Biaya pemeriksaan Kesehatan COVID-19 pelaksanaan SPPD sebagaimana
di maksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c disediakan untuk biaya Rapid
test / PCR test/swab test.

(2) Biaya pemeriksaan Kesehatan COVID-19 di bayarkan sesuai dengan biaya
riil (sepanjang dalam masa pandemic COVID-19 ).

3. Ketentuan Ayat (3) Pasal (31) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 31

(1) Pelaksana SPPD wajib menyampaikan seluruh pertanggungjawaban
Peijalanan Dinas kepada Pejabat yang berwenang paling lambat 5 (lima)
hari kerja, setelah jangka waktu pelaksanaan Peijalanan Dinas selesai

secara perorangan.
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Pertanggungjawaban Uang Sewa Kendaraan untuk Pejabat Negara yang
menggunakan taksi atau angkutan lainnya berupa kuitansi atau bukti
pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh Badan Usaha yang bergerak di
bidang jasa penyewaan kendaraan.

Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat

(), disertai kelengkapan/dengan rincian sebagai berikut :

a. surattugas yang sah dari pejabat yang berwenang;

b. SPPD yang telah ditandatangani dan di stempel oleh pejabat atau
instansi yang dikunjungi;

c. Pertanggungjawaban Uang Perjalanan Dinas dengan Biaya rill/at cost
dilampiri:

1. karcis angkutan darat jika menggunakan bus/kereta api dan/atau
tiket angkutan udara/laut jika menggunakan pesawat
terbang/kapal laut/feri;

2. bukti rental/sewa kendaraan;

3. bukti sewa kendaraan untuk Pejabat Negara;

4. Bill/invoice/bukti lainnya yang sah sebagai pembayaran tempat
penginapan;

5. boarding pass; dan

6. retribusi terminal/stasiun/pelabuhan.

d. daftar pengeluaran riil .
e. melampirkan hasil pemeriksaan Kesehatan COVID-19 ; dan
f. Laporan hasil Perjalanan Dinas oleh masing-masing pelaksana SPPD.

Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah, berdasarkan
kedudukan, sifat, wewenang dan pertimbangan obyektif lainnya,
dikecualikan dari ketentuan tentang kewajiban penyiapan dan
penyampaian laporan hasil Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf f.

4. Diantara Lamppiran Ill dan Lampiran IV disisipkan 1 (satu) Lampiran yakni

Lampiran Ill A sebagaimana Perubahan tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal Il

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 16 Juli 2021

BUPATI SINJAI,
ttd
ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 16 Juli 2021

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 202 1 NOMOR 20

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Pangkat : Penata Tk.I/I11.d



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI

NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG
PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI
NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN
PERSONIL LAINNYA  DALAM LINGKUP
PEMERINTAH DAERAH.

PERUBAHAN LAMPIRAN

LAMPIRAN VIIILA

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG
PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI
NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN
PERSONIL LAINNYA DALAM LINGKUP
PEMERINTAH DAERAH.

SATUAN BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN COVID-19

No. URAIAN

1 Biaya Swaab test
2 Biaya Rapid tes

3 Biaya RT - PCR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
MAN HUKUM

SATUAN BESARAN
Orang / kali 150.000
Orang / kali 275.000
Orang / kali 525.000
BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

TDAERAH KABUPATEN SINJAL,

armaningsih Asapa, SH.MH

Pangkat : Penata Tk.I/Ill.d



